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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 25 TAHUN 2015
================================================== 
 PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  25 TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang
:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25, Peratuan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun   2008 tentang Pendanaan Pendidikan    (Lembaran  Negara Republik Indonesia  tahun 2008 Nomor 91, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan  Sebagai Kepala Sekolah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik   Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian  Layanan  Sosial  Dasar  di  Pos  Pelayanan Terpadu  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011      Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN  DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Badan pengelola adalah Lembaga atau  perorangan yang berbadan hukum dan   mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Pengawas Pendidikan Anak Usia   Dini/ Taman Kanak - Kanak yang    selanjutnya disebut Pengawas PAUD/TK Kabupaten Tabanan adalah tenaga kependidikan dengan tugas   utama melakukan kegiatan   pengendalian mutu dan evaluasi   dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur nonformal dan Informal.
13. Anak Usia Dini adalah anak yang   berusia  nol sampai dengan enam tahun.
14. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. PAUD Formal adalah jenis layanan  pendidikan anak usia dini yang  diselenggarakan dalam bentuk Taman  Kanak- kanak/ Raudhatul Athfal.
16. PAUD Nonformal adalah jenis layanan  pendidikan anak usia dini yang   diselenggarakan   dalam   bentuk   Taman Penitipan Anak, Kelompok  Bermain dan   Satuan Paud Sejenis.
17. PAUD Informal adalah jenis layanan   pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

19. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

20. Taman Kanak-Kanak   yang    selanjutnya    disingkat TK adalah salah satu bentuk      layanan PAUD yang menyelenggarakan  program  pendidikan  bagi  anak  berusia empat sampai dengan enam tahun     secara lebih terstruktur.
21. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam  bagi  anak  berusia  empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.
22. Satuan PAUD  Sejenis  yang   selanjutnya   disingkat SPS adalah satuan-satuan  PAUD selain TPA, KB, TK dan RA yang    terintergrasikan dengan berbagai     layanan pendidikan  anak usia  dini  yang  telah ada di masyarakat seperti    Posyandu Plus,  Bina  Keluarga  Balita.
23. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional  yang bertugas merencanakan,   melaksanakan proses  pembelajaran   dan menilai hasil pembelajaran serta  melakukan pembimbingan,  pengasuhan dan perlindungan  anak  didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
24. Tenaga kependidikan PAUD adalah   petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan,   pengawasan proses pendidikan  pada  lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi,   Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
25. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.

26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

27. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

28. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/ program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

29. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

30. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan ponyelenggaraan sitem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat belangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

31. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

32. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

33. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PAUD
Bagian kesatu
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan PAUD dapat  dilaksanakan melalui jalur pendidikan  formal, pendidikan nonformal dan  pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur  pendidikan formal sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk  TK RA dan BA.
(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
(4) Penyelenggaraan PAUD formal dan    PAUD nonformal dilaksanakan  dengan    penerapan Manajemen  Berbasis Sekolah
(5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Badan Pengelola penyelenggaraan  satuan  pendidikan; dan
c. Satuan Pendidikan.
(2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. 
(3) PAUD formal dalam bentuk   RA   Negeri   diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.
(4) PAUD formal dalam bentuk TK,  RA/BA swasta diselenggarakan oleh yayasan swasta.
(5) PAUD non formal dalam bentuk      TPA      danKB diselenggarakan oleh   Pemerintah Daerah, yayasan swasta.

(6) PAUD dalam bentuk SPS    diselenggarakan oleh Tim Penggerak   PKK dan lembaga   kemasyarakatan   lain   yang terintegrasi.
(7) Penyelenggara PAUD sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (4),   ayat   (5)   dan   ayat   (6)   perlu   dilaksanakan   di   setiap desa yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.
Bagian Ketiga
Jadwal, Waktu dan
Lama Penyelenggaraan
Pasal 4
(1) Jadwal dan  waktu penyelenggaraan  PAUD dalam bentuk TK, RA/BA jalur    pendidikan formal sesuai kalender  pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 150 - 180 menit per hari;
(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB     mengikuti kalender  pendidikan  paling  sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali   pertemuan dalam 1 (satu) minggu   dengan waktu setiap pertemuan 180 menit. 
(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan    TPA  disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan   SPS   paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali   pertemuan dalam 1 (satu) minggu   dan   mengikuti hasil kesepakatan masyarakat  atau kegiatan lain yang menjadi induknya. 
(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan  pada  pagi,  siang atau sore hari.
(6) Lama pendidikan PAUD  formal  ditempuh  selama 1 (satu) tahun sampai   dengan   2   (dua) tahun dan  untuk  PAUD nonformal  ditempuh sesuai dengan kalender  pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 5
(1) PAUD formal dan PAUD nonformal   diselenggarakan di bangunan  gedung  atau  tempat-tempat  yang  layak, aman dan  nyaman  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak sesuai dengan standar   yang berlaku. 
(2) PenyelenggaraanPAUD, dapat juga  dilaksanakan di tempat-tempat  umum seperti Meunasah,  Balai  Pengajian, Balai Pertemuan,  Perkarangan  Mesjid  dan  fasilitas  umum lainnya berdasarkan musyawarah desa.

Bagian Kelima

Persyaratan Penyelenggaraan
Pasal 6
(1) Penyelenggaraan PAUD wajib  memenuhi    persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki struktur pengelola;
b. memiliki   tempat   yang   memenuhi   standar   kelayakan penyelenggaraan     PAUD, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
c. memiliki tempat yang aman,    nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
d. memiliki peserta didik;
e. memiliki tenaga pendidik;
f. memiliki tenaga kependidikan;
g. memiliki sarana dan prasarana;
h. memiliki  alat  permainan  edukasi  di  dalam  dan  di  luar ruangan;
i. memiliki program pembelajaran/ kurikulum;
j. memiliki kemampuan pembiayaan;
k. memiliki  akta  notaris  bagi  PAUD  yang  diselenggarakan oleh Badan dan Pemerintah ;
l. memasang papan nama; dan
m. memiliki cap/stempel lembaga.
(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan   PAUD sebagaimana dimaksud pada    ayat (1).
Bagian Keenam

Laporan Pembiayaan

Pasal 7
(1) Lembaga PAUD menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
(2) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.
(3) Realisasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai  mana dimaksud pada    ayat (1) yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
     BUPATI TABANAN,

                             TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

                                 TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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